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Penguijian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a

angka 1, angka 2, dan angka 3 serta Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) Lampiran UU 2/2020 terhadap UUD 1945

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 27
ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat
diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya

Kamis, 28 Oktober 2021

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia kehilangan hak untuk mengawasi
penggunaan APBN secara periodik melalui DPR sebagai perwakilan rakyat.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah
permohonan pengujian formil dan walaupun Pemohon tidak menyebutkan bahwa norma
yang diajukan pengujian tersebut terdapat dalam Lampiran UU 2/2020, namun Mahkamah
dapat memahami bahwa yang dimaksud Pemohon dalam permohonan a quo adalah



permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal yang terdapat dalam lampiran
undang-undang, in casu UU 2/2020 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, dalam putusan
ini, permohonan Pemohon a quo selanjutnya dipertimbangkan Mahkamah sebagai
permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, serta Pasal
27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengujian formil, oleh karena UU 2/2020
diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020 dan para Pemohon mengajukan permohonan
kepada Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas
Permohonan Nomor 103.2/PAN.MK/2020. Dengan demikian, permohonan pengujian formil
UU 19/2019 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Selanjutnya
terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, oleh karena perkara a quo
sedang dalam masa pemeriksaaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan, maka perkara a quo tidak termasuk dalam kategori
perkara yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak
dicatat dalam e-BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan a
quo. Begitu pula dengan tata cara pemeriksaan yang dapat dilakukan secara terpisah atau
splitsing antara pengujian formil dengan pengujian materiil dalam permohonan a quo pun
belum dapat diberlakukan.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para
Pemohon telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-
undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas
antara berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 serta Pasal
27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 dengan anggapan kerugian
konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu
para Pemohon menganggap berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal
melakukan perlawanan hukum untuk melindungi harta-benda dan hak keperdataan lainnya,
juga perlawanan hukum lainnya secara hukum pidana maupun tata usaha negara lewat
peradilan yang bebas. Terlebih lagi para Pemohon adalah warga negara yang terdampak
langsung oleh kebijakan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran UU 2/2020.
Potensi kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para
Pemohon a quo dikabulkan. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa terhadap pengujian formil, berkenaan dengan dalil kehadiran secara virtual
dalam Rapat Paripurna DPR telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh
Mahkamah maka pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020.
Selanjutnya berkenaan dengan penetapan, pembahasan, dan persetujuan DPR terkait
Perpu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, frasa “persidangan yang
berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan
pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan
masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan
yang berikut’ harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR
seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya,
meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang
berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU
Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang
sedang berjalan tersebut. Adapun jika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada
masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan
terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah
masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya
Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut.
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Sehingga semakin panjang jangka waktu DPR memberikan persetujuan atau tidak
berkenaan dengan Perpu yang diajukan Presiden, hal tersebut akan menghilangkan esensi
diterbitkannya Perpu dimaksud. Terlebih lagi, adanya pengaturan mengenai waktu bagi
DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak berkenaan dengan terbitnya Perpu, lebih
memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap keabsahan maupun sifat
keberlangsungan Perpu, mengingat Perpu dibentuk berdasarkan adanya hal ihwal
kegentingan memaksa, yang dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 yang bukan hanya
mengancam kesehatan namun juga keselamatan dan perekonomian nasional. Sehingga,
diperlukan langkah antisipatif sebagai upaya bersama guna menghadapi pandemi tersebut.
Dengan pertimbangan dan fakta demikian, dalil para Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan penetapan, pembahasan, dan persetujuan DPR terkait Perpu 1/2020
bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan pengujian materiil norma Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka
2, dan angka 3 Lampiran UU 2/2020 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-Paragraf
[3.18.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVI11/2020, bertanggal 28 Oktober
2021. Sehingga oleh karena isu konsitutional yang dikemukakan oleh para Pemohon
berkenaan dengan alasan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka
3 Lampiran UU 2/2020 pada pokoknya adalah sama dengan isu konstitusional sebagaimana
telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVI111/2020 a quo dan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka pertimbangan
dalam Putusan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk permohonan a quo, khususnya
berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka
3 Lampiran UU 2/2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas
Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Lampiran UU 2/2020 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021. Dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut,
maka terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, Mahkamah telah
mempertimbangkan konstitusionalitasnya dan telah menyatakan syarat pemaknaan yang
konstitusional terhadap norma a quo. Dengan demikian, sejak putusan tersebut diucapkan,
meskipun terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda
(dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat,
dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat
(3) Lampiran UU 2/2020, maka pemaknaan yang konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 adalah sebagaimana Amar dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tersebut, sehingga bukan lagi norma lengkap
sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Dengan adanya putusan
tersebut, maka norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang didalilkan
para Pemohon inkonstutisional menjadi kehilangan objek sehingga tidak relevan untuk
dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terkait dengan pengujian materiil norma Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020
telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.19.3] Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021. Oleh karena isu
konsitutional yang dikemukakan oleh para Pemohon berkenaan dengan alasan pengujian
Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 pada pokoknya adalah tidak jauh berbeda dengan
isu konstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 a quo, maka pertimbangan hukum dalam
putusan di atas mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo, khususnya berkenaan
dengan konstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020. Dengan demikian dalil
para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 adalah
tidak beralasan menurut hokum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.



Dengan demikian, selanjutmya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat
diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



